BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

ca.

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati
wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama ;

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan
merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam
perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah
disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 11 bulan Agustus
tahun 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus

Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
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Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lemberan Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
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Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019
Tentang Pengelolaan Dana Bagi Basil, Dana Alokasi Umum,
Dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110
Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan
Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang
Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai
Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 72);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9) ;
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone
(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 2) ;
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021
tentang perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2021);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2021);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk membiayai
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2021);
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25. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2023

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone
Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone
Tahun 2023 Nomor 1);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Bone Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone
Tahun 2023 Nomor 11);

27. Peraturan Bupati Bone Nomor 32 Tahun 2022 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

(Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 34);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
dan
BUPATI BONE
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bone.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bone.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
urusan pemerintah daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program
dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah
Pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

Dana Perimbangan adalah merupakan dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada
daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari
TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan
kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari
TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program,
kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional
dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya
telah ditentukan oleh Pemerintah.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan = pemberdayaan
masyarakat.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1

(satu) periode anggaran.



Pasal 2

APBD tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp2.691.399.728.042,00
bertambah/berkurang sebesar Rp256.828.350.482,00 sehingga menjadi
Rp2.948.228.078.524,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan daerah
a. Semula Rp2.651.399.728.042,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp218.288.624.529,00
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp2.869.688.352.571,00
2. Belanja Daerah
a. Semula Rp2.619.938.561.782,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp256.828.350.482,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp2.876.766.912.264,00
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan Rp(7.078.559.693,00)
3. Pembiayaan daerah
a. Penerimaan pembiayaan
1. Semula Rp40.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp38.539.725.953,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan
Rp78.539.725.953,00
b. Pengeluaran pembiayaan
1. Semula Rp71.461.166.260,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
Rp71.461.166.260,00,-
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp7.078.559.693,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
bersumber dari:
a. Pendapatan asli daerah
1. Semula Rp287.720.729.921,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp17.240.151.739,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan
Rp304.960.881.660,00
b. Pendapatan transfer

1. Semula Rp2.287.443.043.431,00



2. Bertambah/(berkurang) Rp199.957.245.395,00

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp2.487.400.288.826,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula Rp76.235.954.690,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp1.091.227.395,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan
Rp77.327.182.085,00
Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
bersumber dari:
a. Pajak daerah;
1. Semula Rp80.317.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp3.149.463.432,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp83.466.463.432,00
b. Retribusi daerah;
1. Semula Rp16.287.445.150,00
2. Bertambah/(berkurang) (Rp2.268.320.000,00)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp14.019.125.150,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
1. Semula Rp13.036.469.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp1.639.185.097,00,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan
Rp14.675.654.097,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
1. Semula Rp178.079.815.771,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp14.719.823.210,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan
Rp192.799.638.981,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,
bersumber dari:
a. Transfer pemerintah pusat
1. Semula Rp2.118.288.627.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp15.508.243.165,00
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan
Rp2.133.796.870.165,00
b. Transfer antar daerah
1. Semula Rp169.154.416.431,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp184.449.002.230,00
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Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp353.603.418.661,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 huruf b, bersumber dari:
a. Pendapatan hibah
1. Semula Rp76.235.954.690,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp1.091.227.395,00
Jumlah hibah setelah perubahan Rp77.327.182.085,00
b. Dana darurat
1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp0,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00
Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional,

(1)

1. Semula Rp1.989.010.343.370,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp87.348.492.257,00
Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp2.076.358.835.627,00

. Belanja modal;

1. Semula Rp207.312.529.097,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp160.000.994.866,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp367.313.523.963,00

. Belanja tidak terduga;

1. Semula Rp3.850.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp3.850.000.000,00

. Belanja transfer;

1. Semula Rp419.765.689.315,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp9.478.863.359,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp429.244.552.674,00
Pasal 6
Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri

atas:
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a. Belanja pegawai
1. Semula Rp1.084.809.558.443,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp3.518.802.361,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp1.088.328.360.804,00
b. Belanja barang dan jasa
1. Semula Rp 698.602.888.139,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp163.090.338.465,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan
Rp861.693.226.604,00
c. Belanja bunga
1. Semula Rp16.426.844.033,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp16.426.844.033,00

d. Belanja subsidi

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp6.197.920.800,00

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp6.197.920.800,00
e. Belanja hibah

1. Semula Rp188.343.377.555,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp(85.518.894.169,00)

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp102.824.483.386,00
f. Belanja bantuan sosial

1. Semula Rp827.675.200,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp60.324.800,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp888.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1. Semula Rp0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp7.500.000.000,00

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp7.500.000.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin

1. Semula Rp50.224.843.297,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp20.555.036.231,00

Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp70.779.879.528,00
c. Belanja modal bangunan dan gedung

1. Semula Rp60.758.978.626,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp11.250.129.289,00
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Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan
Rp72.009.107.915,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
1. Semula Rp96.128.707.174,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp113.327.758.045,00
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan
Rp209.454.465.219,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya
1. Semula Rp200.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp7.370.071.301,00
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp7.570.071.301,00
f. Belanja modal aset lainnya;
1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan Rp0,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri
atas belanja tidak terduga, yaitu:
a. Semula Rp3.850.000.000,00
b. Bertambah /(berkurang) Rp0,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp3.850.000.000,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
a. Belanja bagi hasil
1. Semula Rp9.660.444.515,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp305.856.342,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp9.966.300.857,00
b. Belanja bantuan keuangan.
1. Semula Rp410.105.244.800,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp9.173.007.017,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan
Rp419.278.251.817,00
Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri
atas:
a. Penerimaan pembiayaan
1. Semula Rp40.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp38.539.725.953,00
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Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan
Rp78.539.725.953,00
Pengeluaran pembiayaan.
1. Semula Rp71.461.166.260,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
Rp71.461.166.260,00
Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a,

terdiri atas:

a.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1. Semula Rp15.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp38.539.725.953,00

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah

perubahan Rp53.539.725.953,00

. Pencairan dana cadangan

1. Semula Rp25.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan

Rp25.000.000.000,00

. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah

perubahan Rp0,00

. Penerimaan pinjaman daerah

1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,

terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

1. Semula Rp25.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan

Rp25.000.000.000,00



(1)
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. Penyertaan modal daerah

1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp0,00

. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1. Semula Rp46.461.166.260,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp0,00
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah

perubahan Rp46.461.166.260,00

. Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula Rp0,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp0,00

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp0,00

. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

1. Semula Rp0,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00

Pasal 9

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan
Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang
ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone

Tahun Anggaran 2021

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar

biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. perusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan

publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
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c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan

tidak dapat

diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan

perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.

N O

9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

Lampiran I

. Lampiran II

. Lampiran III

. Lampiran IV

. Lampiran V

. Lampiran VI
. Lampiran VII
. Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X
Lampiran XI
Lampiran XII
Lampiran XIII

Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI

Ringkasan APBD Perubahan Yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja,
Dan Pembiayaan;

Ringkasan APBD Yang Diklasifikasikan Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;

Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan
Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil
Dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;

Rekapitulasi Belanja Daerah Unuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan APBD;
Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada
RKPD Dan PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang
APBD;

Sikronisasi Program Prioritas Nasional Dan Prioritas
Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah (Investasi) Daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah Dan Aset Lain-Lain;

Daftar Kegiatan - Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang
Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam
Tahun Anggaran Ini;

Daftar Dana Cadangan;

Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.



Pasal 12

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
_—-pada tanggal, 5 September 2024
/" \Pj~BUPATI BONE,

————
PUTRA

September 2024
IS DAERAH KAB. BONE,

RAH KABUPATEN BONE TAHUN 2024 NOMOR 03
STRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI

LAWESI SELJATAN : B.HK.03.066.24. TANGGAL 4 SEPTEMBER 2024



